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Abstract 

The purpose of this research is to identify and study good 

corporate governance practices at the Tirta Sago 

Payakumbuh Regional Public Water Company, which 

functions to implement the company's vision, mission, and 

goals, meet the expectations of relevant stakeholders, and 

illustrate the principles of transparency, accountability, 

responsibility, independence, and fairness-guidelines for 

implementing corporate governance. This research used a 

qualitative method with snowball sampling to find 

additional information sources. After data is collected 

through observation, interviews, and document analysis, 

analytical techniques are used to reduce, store, and draw 

conclusions. The research results show that public 

drinking water companies in the area have implemented 

good corporate governance practices, but not completely. 
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PENDAHULUAN 

Tujuan mendirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemiliknya. 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia dibandingkan perusahaan-perusahaan di negara lain 

untuk tingkat kepatuhan dalam penerapan tata kelola perusahaan masih mempunyai nilai 

yang relatif rendah (Zulfikar et al., 2020). Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh 

Asian Corporate Governance Association (ACGA) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 

praktik corporate governance di Indonesia menempati peringkat terendah dari 12 negara yang 

disurvei. Ini dibandingkan dengan Australia dan negara-negara Asia lainnya (Aziz & Lubis, 

2023). 

Menurut Jensen dan Meckling pemahaman tentang tata kelola perusahaan didasarkan 

pada teori keagenan (Polii, 2021). Tata kelola perusahaan adalah cara untuk meningkatkan 

nilai pemegang saham melalui manajemen organisasi. Tata kelola selalu dikaitkan dengan 

masalah keagenan (Feng et al., 2020); (AlHares, 2020); (A. Gerged & Elheddad, 2020); (A. 

M. Gerged & Agwili, 2020); (A. M. Gerged et al., 2018); (Ullah et al., 2019); (Adel et al., 

2019). 

Menurut teori keagenan, perusahaan dengan governansi korporat yang solid serta 

peningkatan hak pemegang saham dan kreditor memiliki lebih banyak peluang untuk 
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mencapai tujuan (Aziz & Lubis, 2023). Salah satu masalah yang sering terjadi dalam sebuah 

perusahaan adalah munculnya masalah kepentingan antara manajemen dan pemilik modal.  

Jika perusahaan dikelola dengan baik, nilainya akan meningkat. Transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan kewajaran adalah prinsip yang digunakan untuk mengelola 

bisnis. demi kepentingan stakeholder dikenal sebagai governansi korporat (GCG).  

Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab 

sosial adalah dasar dari tata kelola perusahaan, yang bertujuan untuk membantu pemegang 

saham, dewan direksi, dan manajemen eksekutif mencapai tujuan perusahaan. Struktur tata 

kelola perusahaan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, 

melindungi hak pemegang saham, dan memenuhi kepatuhan hukum (elamer et al., 2020); 

(alshbili & elamer, 2019); (elmagrhi et al., 2018); (granado-peiró & lópez-gracia, 2017). 

Sementara itu (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021) mengelompokkan tata kelola 

perusahaan (governansi korporat)  kedalam delapan prinsip yaitu : kedudukan serta 

tanggungjawab direksi serta dewan komisaris, komposisi serta remunerasi direksi serta 

dewan komisaris, ikatan kerja antara direksi serta dewan komisaris, sikap etis, manajemen 

resiko, pengendalian intern serta kepatuhan, pengungkapan serta transparansi, hak- hak 

pemegang saham, serta hak- hak pemangku kepentingan. Delapan prinsip ini dibagi menjadi 

tiga kategori: prinsip yang mengatur penyelenggara governansi korporat, prinsip yang 

mengatur proses dan hasil yang dibuat oleh organ, dan prinsip yang mengatur penerima 

manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. 

Good Corporate Governance membutuhkan sarana internal untuk mengoperasikan 

dan mengawasi bisnis yang melibatkan direksi, pemegang saham, manajemen perusahaan, 

dan stakeholder lainnya (International Finance Corporation, 2014). Sarana internal seperti 

kebijakan dan prosedur berfungsi sebagai cara untuk mencegah konflik antara manajemen 

dan pemegang saham atau stakeholder lainnya.  

Menurut  Wati, (2020), implementasi GCG diharapkan mencegah konflik kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham. Menurut (Polii, 2021), Good Corporate 

Governance (GCG) telah menjadi alat kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi 

organisasi hibrida. Organisasi hibrida berbeda karena kepemilikan bersama, berbagai jenis 

kontrol ekonomi dan sosial, dan sumber dan logika kelembagaan yang berbeda (Johanson & 

Vakkuri, 2017). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki karakteristik organisasi 

hibrida (Polii, 2021).  

Pemerintah Daerah memiliki semua aset Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM 

didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan 

dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh keuntungan.  

Perusahaan Daerah Air Minum harus meningkatkan produktivitasnya karena jumlah 

sumber air baku semakin berkurang dan permintaan masyarakat akan air minum semakin 

meningkat. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan melakukan evaluasi 

kinerja secara teratur, perusahaan di daerah air minum dapat meningkatkan produksi. Kinerja 

dapat ditingkatkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) (Mitton, 

2002); (Klapper & Love, 2004).  

Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan  

Dewan Pengawas terdapat permasalahan sebagai berikut: terdapat trend penurunan kinerja 

Perusahaan baik dilihat dari aspek keuangan, pelayanan dan operasional. Antara lain tentang 

pengelolaan manajamen kas, piutang, persediaan, aktiva produktif, dan meningkatnya biaya 

operasional, serta relatif stabil pendapatan perusahaan sehingga mempengaruhi laba yang 

dihasilkan. Selanjutnya komsumsi air oleh masyarakat yang relatif stabil dan tingkat 

kebocoran setiap tahun meningkat.  
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Berdasarkan permasalahan diatas maka evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran dan penilaian 

hasil kerja organisasi, program, dan kegiatan dikenal sebagai evaluasi. Selain faktor-faktor 

lain, evaluasi GCG melihat komitmen, pemilik modal, badan pengawas, direksi, transparansi 

informasi dan pengungkapan, dan elemen lainnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas implementasi GCG, 

menemukan kekuatan dan kelemahan implementasi GCG, memantau konsistensi 

implementasi GCG, dan menentukan klasifikasi tingkat implementasi GCG yang baik. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance sudah sesuai dengan pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Terakhir adalah untuk 

memberikan saran-saran perbaikan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.  

 

REVIU LITERATUR   

Penelitian ini didasarkan kepada teori agensi, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana 

hubungan antara dua pihak: prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen 

atau pengelola). Teori ini mengatakan bahwa prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang 

berbeda dan sering kali bertentangan. Prinsipal ingin memaksimalkan keuntungan mereka, 

sementara agen mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau tujuan jangka pendek.    

Hasil riset (Siwij et al., 2024) menemukan bahwa PDAM belum melaksanakan 

transparansi secara maksimal. Selanjutnya (Siktania, 2023) mengkaji tentang faktor-faktor 

yang memengaruhi kualitas laporan keuangan: transparansi, akuntabilitas, independensi, dan 

kewajaran, menemukan bahwa transparansi berdampak signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan, dan akuntabilitas  berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta 

independensi dan kewajaran berdampak tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Sementara itu (Wardani et al., 2023)  menemukan bahwa dampak implementasi GCG 

adalah indikator kinerja perusahaan seperti return on equity, net profit margin, dan Tobin’s Q 

meningkat secara signifikan. Sedangkan (Alfitra & Rasyid, 2022) yang mengkaji pengaruh  

penyertaan  modal  pemerintah  daerah dan penerapan  prinsip  good  corporate  governance  

terhadap  kinerja  PDAM  di  Sumatera  Barat, menemukan bahwa kinerja PDAM di 

Sumatera Barat dipengaruhi secara signifikan oleh Partisipasi Modal dan Good Corporate 

Governance. 

Hasil kajian (Harini, 2022) yang mengkaji bagaimana pedoman Good Corporate 

Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

diterapkan, menemukan bahwa pedoman umum Good Corporate Governance yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah digunakan dalam 

pelaksanaan responsibilitas GCG PDAM Kota Surakarta. Namun, ada beberapa hambatan 

untuk menerapkan akuntabilitas, seperti kompetensi karyawan, yang menyebabkan karyawan 

tidak melakukan yang terbaik untuk pekerjaan mereka. Dilain pihak (Polii, 2021) yang 

mengkaji penerapan  prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG)  apakah  sudah  sesuai  

dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017, menemukan bahwa keterbukaan, 

responsibilitas, kewajiban, kebebasan, dan kelaziman semuanya telah diterapkan secara 

hukum; hanya kewajaran yang diterapkan secara maksimal. 

Penelitian (Fayad et al., 2021) yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip GCG 

berdasarkan Pedoman Umum Good Coorporate Governance Indonesia 2006 yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasioanl Kebijakan Governance (KNKG), menemukan bahwa 

PDAM Bandarmasih telah menerapkan keterbukaan, akuntabilitas, kewajiban, kebebasan, 

dan kelaziman serta akan berkesinambungan (sustainibillity) dalam bisnisnya. 

Pengkajian (Ahmad et al., 2020) yang mengkaji bagaimana prinsip Good Corporate 

Governance diterapkan dan penyelesaian keluhan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh 



1503 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Sidenreng Rappang, menyimpulkan 

bahwa dengan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik untuk memberikan layanan 

hingga keluhan pelanggan diselesaikan dengan baik, seperti yang diharapkan, dan kualitas 

pelayanan dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, daya 

tanggap, independensi, dan keadilan. Sementara itu (Prihatini et al., 2020) menemukan bahwa 

manajemen aset Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, kompensasi, dan asas 

good corporate governance ketika diuji secara bersamaan atau secara terpisah. 

Selanjutnya (Sonu et al., 2019) yang mengevaluasi: (1) apakah prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik (GCG) diterapkan di PDAM Duasudara Kota Bitung, seperti 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan; (2) 

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan GCG; dan (3) upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pelaksanaan GCG. 

Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi GCG pada PDAM Duasudara Kota Bitung 

adalah langkah yang cukup sesuai. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam 

implementasi GCG, termasuk perilaku pelaksana, struktur birokrasi, sumber daya, dan bidang 

politik. Selain itu, ada kendala seperti karyawan belum secara merata memahami prinsip-

prinsip tata kelola yang baik. 

Berikutnya (Hadi & Swandari, 2019) yang menganalisis penerapan GCG dan kinerja 

pada PDAM Intan Banjar Kalimantan Selatan, menemukan bahwa operasi perusahaan 

berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan, 

termasuk menghindari intervensi politik. Selain itu, PDAM Intan Banjar dan PDAM Badung, 

Bali adalah narasumber GCG penting, dan keduanya sedang mempersiapkan diri untuk 

menerapkan peraturan GCG terbaru. Kinerja PDAM Intan Banjar menunjukkan peningkatan 

cakupan layanan, keuntungan, aset, dan arus kas. PDAM Intan Banjar juga menerima hasil 

audit BPKP yang "Baik". Pada tahun 2017, PDAM Intan Banjar juga menerima empat 

penghargaan sekaligus. 

Terakhir (Fitriyani, 2014)  mengkaji tentang penerapan GCG pada 5 (lima) PDAM di 

Provinsi Jambi, dan menemukan bahwa ranking nilai indeks implementasi GCG di PDAM 

pada Provinsi Jambi adalah antara skor 60-75 yang berarti cukup baik. 

 

METODE PENELITIAN   

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif evaluatif untuk 

mencari informasi tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

atau penjelasan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan evaluasi 

implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Sago Kota Payakumbuh selama tahun 2022.  

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder berupa laporan-laporan baik internal 

maupun eksternal, dokumen legal, berita media massa, dan  website Perusahaan.  

Dengan sampling snowball, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

analisis dokumen. Teknik analisis dipakai sebagai pengurang data, penyimpan data, dan 

membuat kesimpulan. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Pedoman penerapan GCG yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara menjadi dasar untuk evaluasi ini. Faktor-faktor seperti komitmen, pemodal, badan 

pengawas, pengurus, dan transparansi dan pengungkapan informasi serta faktor lainnya 

dipertimbangkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dokumen kebijakan dan pengukuran 
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kinerja masih kekurangan meskipun beberapa elemen telah diterapkan. Penjelasan lebih 

lanjut adalah sebagai berikut: 

 

Aspek Komitmen 

Aspek Komitmen terlihat dari dedikasi Badan Pengawas dan Direksi terhadap 

praktik bisnis yang beretika dalam mengintegrasikan berbagai elemen, yang meliputi visi, 

misi, nilai-nilai, moral, etika bisnis, etika kerja, etika profesi, dan prinsip-prinsip GCG 

(Universitas Esa Unggul, 2018). Penggabungan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk 

mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat sebagai berikut : 

a. Badan pengawas dan direksi berkomitmen tinggi untuk menetapkan strategi pembuatan 

dokumen yang selaras dengan praktik etika dan mendorong operasional bisnis yang 

sehat dan bermartabat. 

b. Perumusan beberapa dokumen terkait penerapan praktik bisnis yang beretika merupakan 

hal krusial. Sehingga keterlibatan aktif mereka dalam proses ini merupakan bukti 

komitmen mereka untuk menjaga lingkungan bisnis yang sehat dan terhormat.  

c. Badan pengawas dan direksi sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa semua 

dokumen telah diselesaikan sesuai dengan praktik bisnis yang etis dan terhormat. 

d. Keseriusan badan pengawas dan direksi berkontemplasi dan berefleksi terhadap etika 

bisnis yang bermartabat serta beresolusi. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perumda belum memiliki dokumen yang relevan 

untuk masing-masing dari enam kriteria berikut: kode tata kelola perusahaan yang baik (GCG 

Code), yang ditandatangani oleh organ BUMD atau dikukuhkan pemilik modal, ditinjau dan 

diperbarui secara berkala; kebijakan/SOP tentang pengelolaan kepatuhan dan penyampaian 

LHKPN; pengendalian gratifikasi; dan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan 

perusahaaan. Selain itu, Perumda belum melakukan penilaian tentang pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang efektif. 

Hasil ini belum sepenuhnya memenuhi enam indikator yang membentuk aspek 

komitmen sebagai berikut:  

1. Entitas memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code) dan pedoman 

perilaku yang dievaluasi dan diperbarui secara berkala.  

2. Entitas menerapkan GCG Code dan pedoman perilaku secara konsisten.  

3. Entitas melakukan evaluasi tentang bagaimana implementasi governansi korporat yang 

baik dilksanakan.  

4. Entitas mengkoordinasikan pengurusan dan tata usaha laporan harta kekayaan 

penyelenggara negara (LHKPN).  

5. Entitas menerapkan kegiatan pengawasan gratifikasi berdasar aturan.  

6. Entitas menerapkan kebijakan prosedur pemberitahuan dari penyimpangan (whistle 

blowing system). 

 

Aspek Pemilik Modal 

Aspek pemilik modal ditunjukkan dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemilik 

modal dalam hal penilaian calon direksi, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan 

penilaian calon badan pengawas, pengangkatan dan pemberhentian badan pengawas. 

Selanjutnya ditunjukkan dengan adanya penilaian-penilaian yang dilakukan, pengesahan dan 

atau persetujuan dari pemilik modal atas pelaksanaan tugas direksi dan badan pengawas. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa  Perumda  memiliki dokumen Peraturan Daerah 

Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Payakumbuh 

yang mengatur : pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan badan pengawas, mekanisme 

penjaringan atau nominasi calon anggota direksi, dan badan pengawas, rangkap jabatan bagi 

anggota direksi, dan badan pengawas. 
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Selanjutnya pemilik modal belum memiliki dan menetapkan dokumen: pedoman 

penyusunan rencana bisnis, penyusunan RKAP, unjuk kerja pengurus dan badan pengawas 

(kolektif serta perorangan), penunjukan audit eksternal, penyusunan laporan tahunan (annual 

report) dan pelaporan tentang tugas pengawasan badan pengawas serta sistem penerimaan 

laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari pengurus dan/atau badan pengawas. Dalam 

penyusunan rencana bisnis dan RKAP Perumda mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 

54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 118 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas 

atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. 

Pemilik modal memberikan penilaian kinerja direksi dan badan pengawas, 

pengesahan Rencana Bisnis periode 2021-2025, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 

(RKAP) tahun 2022, persetujuan laporan tahunan tahun 2022, dan pengesahan laporan 

keuangan dan penggunaan laba bersih tahun buku 2022. 

Pemilik modal memberikan arahan/pembinaan penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik kepada direksi dan badan pengawas dan tidak mencampuri kegiatan operasional 

perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi. 

Hasil ini belum sepenuhnya memenuhi enam indikator yang membentuk aspek 

pemilik modal:  

1. Pemodal memilih dan memberhentikan direksi dan badan pengawas.  

2. Pemodal membuat keputusan yang diperlukan untuk mematuhi peraturan, anggaran 

dasar, dan kepentingan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. 

3. Pemodal membuat keputusan yang dibutuhkankan untuk mempertahankan bisnis dalam 

jangka panjang dan pendek sesuai dengan dengan aturan berlaku.  

4. Pemodal memastikan bahwa laporan tahunan disetujui, termasuk pengesahan laporan 

keuangan dan tanggung jawab pengawasan badan pengawas sesuai dengan aturan 

berlaku.  

5. Pemodal menjalankan proses pengambilan kebijakan yang transparan, adil, dan 

akuntabel.  

6. Pemodal menjalankan governansi korporat dengan bagus berdasarkan kewenangan dan 

kewajibannya. 

 

Aspek Badan Pengawas 

Aspek badan pengawas ditunjukkan dengan adanya program pengenalan dan program 

pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Selanjutnya 

ditunjukkan dengan kebijakan pembagian tugas  diantara anggota badan pengawas, 

mekanisme pengambilan keputusan, rencana kerja setiap tahun, kebebasan dalam 

mendapatkan akses informasi, dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dua belas indikator tersebut telah dipenuhi dengan 

baik. Namun, kebijakan pembagian tugas, mekanisme persetujuan rencana bisnis, dan 

kebijakan pengawasan perusahaan harus diperjelas oleh badan pengawas. Dilain pihak badan 

pengawas menyampaikan saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan 

masyarakat kepada direksi melalui rapat dengan manajemen, tertuang pada  laporan badan 

pengawas triwulanan dan telah menggunakan seluruh perangkat di badan pengawas. Untuk 

beberapa indikator tidak dapat dinilai karena Perumda tidak memiliki anak perusahaan dan 

belum ditetapkan pejabat kepala Satuan Pengawas Internal (SPI).  

Hasil ini belum sepenuhnya memenuhi dua belas indikator dari aspek badan pengawas 

sebagai berikut: 

1. Badan pengawas menjalankan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.  

2. Badan pengawas membuat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas 

dan menetapkan elemen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.  



1506 

3. Badan pengawas menyetujui rencana bisnis dan RKAP yang diterima dari pengurus.  

4. Badan pengawas membantu penurus melaksanakan agenda serta strategi bisnis.  

5. Badan pengawas mengawasi pengurus melaksanakan agenda serta strategi bisnis.  

6. Badan pengawas mengawasi penerapan strategi pengurusan anak perusahaan atau 

perusahaan patungan.  

7. Badan pengawas memiliki wewenang untuk memilih anggota direksi, menilai kinerja 

direksi (koletif dan perorangan), atau mengusulkan tantiem atau insentif kinerja 

berdasarkan kinerja direksi.  

8. Badan Pengawas mengambil tindakan terhadap kemungkinan konflik kepentingan.  

9. Badan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang 

baik diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.  

10. Badan Pengawas menyelenggarakan dan menghadiri rapat badan pengawas sesuai 

dengan perundang-undangan.  

11. Badan Pengawas memiliki sekretaris badan pengawas untuk membantu tugas 

kesekretariatan badan pengawas.  

12. Badan pengawas memiliki komite badan pengawas yang berfungsi dengan baik. 

 

Aspek Direksi 

Aspek Direksi ditunjukkan dengan adanya program pengenalan dan program 

pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Selanjutnya 

ditunjukkan dengan kebijakan pembagian tugas dan wewenang  diantara anggota direksi, 

mekanisme pengambilan keputusan, rencana kerja setiap tahun, dan melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku dengan baik. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perumda memiliki dokumen : a) prosedur 

pengukuran kinerja untuk unit dan jabatan dalam entitas (struktural), b) kebijakan mengenai 

standar pelayanan minimal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), c) pedoman mutu 

(prosedur pengawasan kualitas produk), d) manual pengadaan barang dan jasa, e) 

kebijakan/kegiatan pendidikan dan pelatihan, f) kebijakan perlindungan keselamatan pekerja, 

g) kebijakan sistem penilaian kinerja (performance appraisal) bagi karyawan, h) kebijakan 

mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan,i) kebijakan mengenai 

remunerasi bagi karyawan, j) prosedur merintangi pengambilan keuntungan untuk 

kepentingan pribadi direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan 

kepentingan. 

Pengurus mengadakan rapat sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam 

setiap bulan. Anggota pengurus menghadiri setiap rapat pengurus maupun rapat dengan 

badan pengawas, dan jika tidak bisa menghadirinya maka yang bersangkutan menjelaskan 

alasan ketidakhadirannya. Pengurus melaksanakan penilaian terhadap implementasi dari hasil 

keputusan rapat sebelumnya, dan menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan badan 

pengawas. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melaksanakan dengan baik 

tiga belas indikator tersebut meskipun perusahaan belum memiliki beberapa dokumen 

kebijakan, terutama tentang: internal audit charter, yang disetujui dan diputuskan oleh 

direksi; dan kegiatan pemahaman bagi anggota direksi yang baru diangkat dan kebijaksanaan 

pendidikan dan pelatihan bagi anggota direksi sesuai kebutuhan. Sementara itu beberapa 

indikator tidak dapat dinilai karena Perumda tidak memiliki Sekretaris Perusahaan dan 

Kepala Satuan Pengawas Internal. 

Hasil ini belum sepenuhnya memenuhi tiga belas indikator dari aspek direksi sebagai 

berikut: 

1. Direksi melakukan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.  
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2. Direksi membuat pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas.  

3. Direksi membuat perencanaan perusahaan.  

4. Direksi memainkan peran dalam mencapai tujuan kinerja perusahaan.  

5. Direksi memastikan bahwa rencana dan kebijakan perusahaan dilaksanakan melalui 

pengendalian operasional dan keuangan.  

6. Direksi memastikan bahwa perusahaan diurus sesuai dengan anggaran dasar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Direksi menjalin hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dan stakeholdernya. 

8. Direksi memastikan bahwa perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan 

komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,  

9. Direksi memastikan bahwa informasi disampaikan tepat waktu kepada badan pengawas 

dan pemilik modal.  

10. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.  

11. Direksi juga harus menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan 

efektif.  

12. Direksi juga harus menghadiri rapat d badan pengawas sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

13. Direksi juga harus menyelenggarakan Rapat Pemilik Modal (RPM) tahunan dan rapat 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Aspek Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi 

Aspek pengungkapan dan keterbukaan informasi ditunjukkan dengan adanya sistem 

dan prosedur pengendalian informasi, media untuk penyediaan informasi publik, dan 

kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa 

keuangan dan tahunan dan mengungkapkan informasi penting sesuai dengan aturan berlaku. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terhadap empat indikator tersebut Perumda 

memiliki kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan, berupa standar operasi 

prosedur (SOP) sistem informasi, memiliki media untuk penyediaan informasi publik agar 

dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, yaitu berupa 

website Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh https://tirtasago.co.id/.Informasi 

yang disediakan dalam website dimutahirkan secara berkala, dan mudah diakses dan diunduh 

(download). 

Perumda juga menyajikan informasi penting (selain laporan keuangan dan tahunan) 

pada website Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh https://tirtasago.co.id/. 

Laporan tahunan telah sesuai pedoman, dan memuat mengenai ikhtisar data finansial, 

profil bisnis secara lengkap, dan telah memuat bagian tersendiri mengenai analisis dan 

pembahasan manajemen atas kinerja entitas, tetapi belum memuat pengungkapan pelaksanaan 

governansi korporat yang baik. Namun demikian Perumda Air Minum Tirta Sago 

Payakumbuh belum mengikuti Annual Report Award (ARA) tetapi mendapatkan atau meraih 

penghargaan untuk tiga kategori pada kegiatan TOP BUMD Awards 2022 yaitu : kategori 

TOP Pembina BUMD, TOP BUMD Awards Bintang 4 dan TOP CEO BUMD sebagaimana 

link berikut.  

https://sumbar.antaranews.com/berita/501269/pam-tirta-sago-payakumbuh-borong-tiga peng-

hargaan-top-bumd-awards-2022. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa empat indikator telah dipenuhi dengan baik; 

pengungkapan dan keterbukaan informasi termasuk memberikan informasi kepada pemangku 

kepentingan. Namun, perusahaan harus meningkatkan transparansi dengan membuat laporan 

keberlanjutan dan keuangan yang lebih lengkap. 

Hasil ini belum sepenuhnya memenuhi empat indikator dari aspek pengungkapan dan 

keterbukaan informasi sebagai berikut: 

https://tirtasago.co.id/
https://tirtasago.co.id/
https://sumbar.antaranews.com/berita/501269/pam-tirta-sago-payakumbuh-borong-tiga%20peng-hargaan-top-bumd-awards-2022
https://sumbar.antaranews.com/berita/501269/pam-tirta-sago-payakumbuh-borong-tiga%20peng-hargaan-top-bumd-awards-2022
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1. Perusahaan memberikan informasi tentang perusahaan kepada stakeholder.  

2. Perusahaan secara teratur dan tepat waktu memberikan informasi yang relevan, memadai, 

dan dapat diandalkan kepada stakeholder.  

3. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dengan mengungkapkan informasi 

penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.  

4. Perusahaan mengumpulkan penghargaan atau penghargaan dalam bidang GCG dan 

bidang lainnya.  

 

Aspek Faktor Lainnya 
Aspek faktor lainnya ditunjukkan oleh governansi korporat yang efektif, yang telah 

digunakan dengan baik oleh korporasi lainnya. 
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dua indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik, 

namun praktik tata kelola perusahaan yang baik belum digunakan sebagai contoh atau standar bagi 

perusahaan lain. Hal ini sejalan dengajn hasil laporan evaluasi kinerja Perumda air minum Tirta Sago 
Kota Payakumbuh tahun buku 2022 dari BPKP Sumbar (2023) juga sejalan dengan temuan ini. 

Hasil ini belum sepenuhnya memenuhi dua indikator dari aspek factor lainnya sebagai 

berikut: 

1. Praktik tata kelola perusahaan yang baik digunakan sebagai contoh atau standar bagi 

perusahaan lain di Indonesia.  

2. Praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan dalam pedoman penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar praktik dan 

ketentuan lainnya.  

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Sebagai hasil dari evaluasi, Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh telah 

mengimplementasikan governansi korporat yang baik, tetapi belum mencapai tingkat yang 

tinggi untuk memenuhi peraturan menteri BUMN nomor 1 tahun 2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Ini karena perusahaan 

belum memiliki kebijakan tata kelola teknologi informasi, kebijakan pengelolaan risiko, 

kebijakan prosedur pengendalian intern, manual prosedur pengawasan intern, pedoman 

perilaku etika, dan mekanisme penyampaian atas rekaan kecurangan pada BUMD tersebut. 

 

Saran 
Hasil evaluasi implementasi governansi korporat yang baik di Perumda Air Minum 

Tirta Sago Kota Payakumbuh memerlukan penekanan lebih lanjut pada beberapa elemen 

penting yang dapat menjadi dasar untuk tindakan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut 

sebagai berikut:  Pengembangan Kebijakan yang Rinci, Peningkatan Transparansi, 

Pengukuran Kinerja yang Lebih Efektif, Partisipasi Penuh Stakeholder. 

Penting untuk diingat bahwa penerapan perbaikan ini bukanlah tujuan akhir; itu 

hanyalah langkah pertama menuju membangun fondasi tata kelola perusahaan yang tangguh, 

fleksibel, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan tuntutan 

pasar. 
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